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Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, pasal 232 dan pasal 

294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Walikota Pasuruan 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2022 diamanatkan bahwa setiap  

Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan 

Laporan Kinerja OPD. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Kota Pasuruan yang 

tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pilihan yang diberikan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur dibidang perindustrian 

dan perdagangan adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan 

menyajikan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan 

Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; 

dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran dan   realisasi periode 

sebelumnya. Neraca menyajikan asset, kewajiban, dan ekuitas yang 

diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan 

pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas 

periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO) yang 

telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan 

pergerakan ekuitas OPD. 

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, 

perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
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keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos–pos laporan 

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Maksud Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pasuruan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang 

mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

salama satu periode tahun anggaran 2022. Adapun Tujuan Penyusunan Laporan 

Keuangan ini adalah:  

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah 

dicapai 

3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan 

4. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan per 31 Desember 2022 dan 

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2022 

5. Menyediakan dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, 

Laporan Operasional per 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, 

Laporan Peubahan Ekuitas per 31 Desember 2022, dan Catatan atas Laporan 

KeuanganTahun 2022 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 

Anggaran 2022 meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355). 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5043); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4138); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dicabut dan diganti 

dengan   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  65 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2007 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 01) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 

07) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Kota Pasuruan 

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022; 

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

27. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

28. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah; dan 

29. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 

1.3.   Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 

memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode 
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Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD   

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

 

Bab III Kebijakan Akuntansi 

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan OPD 

3.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran Yang Mendasari   Penyusunan 

Laporan Keuangan OPD 

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

OPD 

3.4 Kebijakan Akuntansi  

 

Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 

pemerintah daerah :  

4.1.1 LRA 

4.1.2 Belanja 

4.1.4 LO 

4.1.5 Beban  

4.1.6 Aset 

4.1.7 Kewajiban  

4.1.8 Ekuitas Dana 

4.1.9 Laporan Arus Kas 
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Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian 

manapun dari Laporan Keuangan. 

 

Bab VI Penutup 

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan. 

  

 
 

LAMPIRAN: 

1. NERACA 2022 

2. LO 2022 

3. LPE 2022 

4. BKU  2022 

5. SISA UP Per 31 DESEMBER 2022 

6. REKENING KORAN PER 31 DESEMBER 2022 

7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

8. TAGIHAN LISTRIK, TELEPON, DAN INTERNET DESEMBER 2022 

9. MUTASI HUTANG 2022 

10. BERITA ACARA REKONSILIASI ASET 

11. BERITA ACARA REKONSILIASI ASET LAINNYA 

12. RINCIAN BARANG KE NERACA 

13. PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022 

14. RINCIAN MUTASi PERSEDIAAN 2022 

15. MUTASI PIUTANG 2022 

16. PENYISIHAN PIUTANG 2022 

17. REKAP PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI  

18. LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI  
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2.1  Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
 

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pasuruan diklasifikasikan menjadi urusan pilihan, dan di 

sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja. 

 

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan 

Target dan realisasi pendapatan yang menjadi tugas dan 

tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang 

dalam tabel di bawah : 

 
REALISASI PENDAPATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PASURUAN 
TAHUN 2022 

 

NO URAIAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 
REALISASI 

BERTAMBAH/BERKURANG 

( Rp ) (%) 

 

1 

 

 

2 

 

Hasil Retribusi Daerah 

 

 

Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah 

 
1.885.589.492,00 

 
 

160.150.000,00 
 

 
1.789.653.414,00 

 

 
237.466.615,00 

 

 
 (95.936.078,00) 
 

 
  77.316.615,00 

 

94,91 

 

 

148,28 

  

JUMLAH 

 

2.045.739.492,00  

 

2.027.120.029,00 

 

18.619.463,00  

 

99,09  

 

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebagaimana yang tersebut diatas 

secara umum tercapai 99,09%, yang diperoleh dari Hasil Retribusi Daerah 

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud berasal dari Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan 

Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Kekayaan Daerah dan 

 BAB********* 
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Retribusi Tempat Khusus Parkir sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah berasal dari Hasil Sewa,  Hasil pemanfaatan Fasilitas Sosial 

dan Fasilitas Umum, dan Hasil Dari Bangun Guna Serah. Adapun rinciannya 

dapat kami jelaskan sebagai berikut: 

 

NO U R A I A N TARGET REALISASI % 

1 Hasil retribusi Daerah : 
> Retribusi Jasa Umum 

   - Retribusi Pelayanan Pasar 
   - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
 

> Retribusi Jasa Usaha 
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah 

   - Retribusi Pelayanan Tempat Khusus 
Parkir 

    

1.885.589.492,00 
1.595.634.492,00 

1.584.834.492,00 
10.800.000,00 

 

289.955.000,00 
40.555.000,00 

249..400.000,00 

 

1.789.653.414,00 
   1.498.011.414,00 

1.485.016.014,00 
12.995.400,00 

 

291.642.000,00 
41.392.000,00 

250.250.000,00 

 

94,91 
93,88 

93,70 
120,32 

 
100,58

102,06 
100,34 

 

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

> Hasil Sewa BMD 
> Hasil Kerja Sama  Pemanfaatan BMD 
> Hasil Dari Bangun Guna Serah 

160.150.000,00 
 

72.250.000,00 
72.900.000,00 
15.000.000,00 

 237.466.615,00 
 

150.936.615,00 
71.530.000,00 
15.000.000,00 

148,28 
 

208,91 
98,12 
100,00   

 J u m l a h 2.045.739,492,00 2.027.120.029,00 99,09 

  

 

      2.1.2 Target dan Realisasi Belanja 

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 

Rp. 51.719.269.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.496.268.297,00 atau 

tercapai sebesar 74,43% yang terinci sebagai berikut: 

 

REALISASI BELANJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PASURUAN 
TAHUN 2022 

 
NO U R A I A N TARGET (Rp.) REALISASI ( Rp) % 

1 Belanja Tidak Langsung 14.826.018.357,00 13.690.764.433,00  92,34 

2 Belanja Langsung 36.893.250.797,00  24.590.244.532,00  67,54 

 J u m l a h 51.719.269.154,00 38.496.268.297,00 74,43 

 

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah 

sebagai berikut : 
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a. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang 

diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya 

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah 

dengan belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 

Adapun rincian Belanja Tidak Langsung dalam Tahun Anggaran 

2022 berupa Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok, 

Belanja Tunjangan Keluarga dan Jabatan, Belanja Tunjangan Beras, 

Belanja Tunjangan Pph, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan 

Kematian, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan dan 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja  dan Prestasi Kerja ASN, Belanja Honorarium  

ditambah dengan Belanja Bantuan Sosial Secara rinci dapat kami 

sajikan sebagai berikut : 

 

REALISASI BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PASURUAN 
TAHUN 2022 

 

NO U R A I A N TARGET (Rp.) REALISASI ( Rp) % 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Belanja Pegawai : 

➢ Belanja Gaji dan Tunjangan 

- Gaji Pokok PNS/Uang Reptresentasi 

- Tunjangan Keluarga 

- Tunjangan Jabatan 

- Tunjangan Fungsional 

- Tunjangan Fungsional Umum 

- Tunjangan Beras 

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 

- Pembulatan Gaji 

- Iuran Asuransi Kesehatan 

- Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 

- Iuran Jaminan Kematian 

- Iuran Simpanan Peserta Tabungan 

Perumahan 

 

➢ Belanja Tambahan Penghasilan PNS 

- Tambahan Penghasilan berdasarkan 

 

 7.044.818.357,00 

3.933.985.942,00 

2.967.344.695,00  

274.538.355,00  

179.683.497,00  

13.843.200,00 

125.948.399,00  

197.148.241,00  

2.587.491,00  

41.503,00 

142.454.299,00  

           7.121.554,00   

         21.364.908,00 

1.909.800,00 

 

 

    2.994.518.415,00 

      886.487.099,00  

 

      6.764.014.433,00  

3.776.583.621,00 

2.868.730.928,00  

264.047.186,00  

174.450.000,00  

13.440.000,00 

121.740.000,00  

190.881.912,00  

2.525.159,00  

39.167,00  

117.224.710,00  

             5.876.087,00  

           17.628.472,00 

0,00 

 

 

1.940.227.702,00 

725.656.455,00 

 

 96,01 

 95,99 

 96,67 

 96,17 

 97,08 

 97,08 

 96,65 

 96.82 

 97.59 

 94.37 

 82.28 

 82,51 

 82,51 

  0,00 

 

   

  64,79 

  81,85 
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2. 

    

beban kerja 

- Tambahan Penghasilan berdsasarkan 

prestasi kerja 

 

➢ Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

- Belanja Honorarium  

 

 

Belanja Bantuan Sosial 

- Belanja Bantuan Sosial Uang yang 

direncanakan kepada kelompok 

Masyarakat 

                     

2.108.031.316,00  

 

      

116.314.000,00   

 116.314.000,00   

 

 

 

    7.781.200.000,00 

    7.781.200.000,00 

        

1.214.571.247,00  

                

                            

 111.002.000.00 

 111.002.000.00 

 

 

       

6.926.750.000,00 

      6.926.750.000,00 

 

  57,61 

 

  95.43 

95.45 

 

 

  89,01 

  89,01 

 J u m l a h 14.826.018.357,00 13.690.764.433,00 92,34 

 

b. Belanja Langsung 

 Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah 

yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja 

ini dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal.  

  Rincian realisasi belanja langsung tahun anggaran 2022 

adalah sebagai berikut: 

 

REALISASI BELANJA LANGSUNG 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PASURUAN 

TAHUN 2022 

 

NO U R A I A N TARGET (Rp.) REALISASI ( Rp) % 

1 Belanja Pegawai   4.845.940.688,00  4.162.067.688,00 85,89 

2 Belanja Barang dan 

Jasa 

  8.348.508.559,00  6.560.101.688,00 78,57 

3 Belanja Modal 23.698.801.550,00 14.198.375.156,00 

 

59,91 

 J u m l a h 36.893.250.797,00 24.920.544.532,00 67,54 

 

b.1  Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung 

adalah belanja untuk pengeluaran honorarium / upah Non PNS 

dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
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pemerintah daerah. 

b.2 Belanja barang dan jasa 

Belanja barang dan jasa dalam belanja langsung digunakan 

untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. 

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa 

dimaksud meliputi: 

➢ Belanja Barang Pakai Habis 

➢ Belanja Bahan/Material 

➢ Belanja Jasa Kantor 

➢ Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 

➢ Belanja cetak dan Penggandaan 

➢ Belanja Sewa Tanah 

➢ Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 

➢ Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 

➢ Belanja Makanan dan Minuman 

➢ Belanja Pakaian Kerja 

➢ Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 

➢ Belanja Perjalanan Dinas 

➢ Belanja Pemeliharaan 

➢ Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi 

➢ Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi 

➢ Belanja Honorarium Non PNS (Rapat, Sidang, Seminar, 

Penataran dan sejenisnya)        

➢ Belanja Transportasi dan Akomodasi 

➢ Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Non PNS; 

dan 

➢ Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 
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b.3   Belanja Modal 

Belanja modal pada belanja langsung digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ 

pengadaan/pembangunan asset tetap yangmempunyai   nilai 

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk peralatan dan mesin, serta 

belanja modal gedung dan bangunan dan Belanja modal aset 

tetap lainnya 

  

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah 
Ditetapkan 

 

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan pilihan 

pemerintahan pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Pendapatan Daerah 

Dari sisi penerimaan pendapatan daerah, untuk tahun anggaran 2022 

secara umum dapat dikatakan tidak ada kendala yang berarti, karena 

pencapaian target hampir terpenuhi 99,09 % yaitu sebesar Rp. 

2.027.120.029,00 dari target yang ditentukan yaitu sebesar   Rp. 

2.045.739.492,00.  

2.2.2 Belanja Daerah 

Dari sisi belanja daerah secara keseluruan terealisasi sebesar 74,66 % 

yaitu sebesar Rp. 38.611.308.965,00 dari target yang dianggarkan sebesar 

Rp. 51.719.269.154,00 atau tersisa sebesar Rp. 13.107.960.189,00. Dari 

jumlah sisa lebih tersebut 3,99% atau sebesar Rp. 395.844.592,00 berasal 

dari belanja tidak langsung dalam hal ini belanja gaji dan tunjangan 

lainnya serta belanja tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Belanja Bantuan Sosial sedangkan sisanya 32,46% atau sebesar 

Rp.  11.972.706.275,00 berasal dari belanja langsung yang dalam hal ini 

adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang tidak terserap 
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karena beberapa hal antara lain: 

1. Proses administrasi pengajuan dan pelaksanaan  bantuan khusus 

keuangan (BKK)  propinsi memerlukan waktu kurang lebih 4 Bulan 

sehingga proses pencairan menjadi terkendala seharusnya 

pelaksanaan bantuan fisik dapat dilaksanakan awal tribulan pada 

tahun anggaran berjalan; 

2. Kurang matangnya perencanaan pencairan anggaran sehingga ada 

beberapa kegiatan yang tidak terserap sempurna; dan 

3. Jadwal pelaksanaan Perubahan Anggaran Keuangan yang terlalu 

mepet sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan, terlebih apabila kegiatan tersebut membutuhkan prosedur-

prosedur administrasi tertentu yang harus dipenuhi.  
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3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan OPD 

 Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas 

pelaporan dari laporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan 

ini entitas akuntansinya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pasuruan. 

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD 

 Dengan terbitnya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 tahun 2022 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan, maka Kota Pasuruan 

resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sejak penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 didasarkan Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 36 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Pasuruan sebagai penganti Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 

2017. 

Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, 

sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas 

sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum 

Daerah atau diterima oleh OPD dan belanja diakui pada saat terjadi 

 BAB********* 

III Kebijakan Akuntansi 
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pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD. 

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

 1. Akuntansi Pendapatan 

  1.1 Pendapatan – LRA 

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam 

periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

          Pendapatan diklasifikasian menurut berdasarkan sumbernya, 

secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: 

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

(2) Pendapatan Transfer, dan  

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  

  Pengakuan : 

  a.  Kas atas pendapatan telah diterima pada RKUD; 

  b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara 

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan 

tersebut telah disahkan oleh BUD.; 

c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh satuan 

kerja/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke 

Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib 

melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan 

daerah;. 

d  Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar 

negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah 

diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya 

kepada BUD; 

e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas 

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD 

mengakuinya sebagai pendapatan; 
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f. Kas atas pendapatan yang diterima satuan kerja/SKPD/BLUD tanpa 

mekanisme Anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor 

ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD; 

  1.2 Pendapatan–LO 

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  

Pendapatan diklasifikasian menurut berdasarkan sumbernya, 

secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: 

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

(2) Pendapatan Transfer, dan  

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  

Pengakuan : 

1. Pendapatan-LO diakui pada saat : 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

(realized) 

2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 

pendapatan. 

3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu 

pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk 

menagih imbalan. 

4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak 

telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya 

penagihan. 

5. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui 

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 

mengenai Badan Layanan Umum. 
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 2. Akuntansi Belanja 

  2.1   Akuntansi Belanja-LRA 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo 

Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Pengakuan : 

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD 

setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk 

masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh  satuan kerja unit  yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU 

atau SP2D Nihil. 

c. Dalam Pengeluaran Kas yang digunakan OPD tanpa melalui 

pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 

d. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan 

mengacu Pada peraturan perundangan yangmengatur mengenai 

badan layanan umum   

2.2  Beban - LO 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Pengakuan : 

Beban diakui pada: 

a. Saat timbulnya kewajiban;  

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan 

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
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2.3  Transfer 

        Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh 

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

2.4  Surplus atau defisit 

         Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja 

selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara 

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. 

 

 3. Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar 

atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali pada Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

untuk memanfaatkan surplus anggaran. 

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan 

pusat pertanggungjawaban terdiri atas: 

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan 

kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan 

investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.  

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening 

Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, 

penyertaan modal pemerintah pembayaran Kembali Pokok Pinjaman 

Dalam Periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana 

cadangan. 

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan 
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setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun 

Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam 

pos Pembiayaan Netto 

Pengakuan : 

a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening 

Kas Umum Daerah. 

b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Daerah. 

 

 4. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Komponen utama Neraca terdiri dari: 

a) Aset Lancar 

b) Investasi Jangka Panjang  

c) Aset Tetap 

d) Dana Cadangan 

e) Aset Lainnya 

f) Kewajiban Jangka Pendek 

g) Kewajiban Jangka Panjang  

h) Ekuitas Dana Lancar 

i) Ekuitas Dana Investasi 

j) Ekuitas Dana Cadangan 

 Penjelasan komponen utama Neraca 

 a. Aset Lancar 

  Suatu Aset  diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 

  - Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki  

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan, atau; 

  - Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka 
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pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas 

serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara 

kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas 

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi 

persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera 

dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui 

tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena 

itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud 

mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari 

tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas 

tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan 

tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan 

merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non 

keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. 

   
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang, dan persediaan.  

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 

(tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah 

diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, 

retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan 

piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup 

barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk 

digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, 

barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa dan 

barang bekas pakai seperti komponen bekas. 

  1) Kas dan setara Kas  

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap 

saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan 

Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta 

bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 
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 Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di 

bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan terdiri dari: 

• Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening 

pada bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 

penerimaan dan pengeluaran; 

• Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi 

dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara 

umum daerah; 

• Uang tunai (uang kertas dan logam) di bendahara  umum 

daerah. 

  2) Kas di Bendahara Penerimaan 

   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo 

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah 

tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari 

pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang 

belum disetorkan ke kas daerah. 

  3) Kas di Bendahara Pengeluaran 

   Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran / 

Pemegang Kas setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja 

(UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal 

neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas mencakup 

seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas, 

uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada 

pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca. 

  4) Investasi Jangka Pendek 

   Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual 

belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan 

beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (duabelas) bulan. 

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai 

berikut: 
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   - Dapat segera diperjual belikan/dicairkan 

   - Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, 

artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila 

timbul kebutuhan kas; 

   - Berisiko rendah 

    Investasi jangka pendek terdiri dari : 

a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; 

b. Surat Utang Negara (SUN); 

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan 

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

 

Pengakuan : 

• Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui 

sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kota Pasuruan dan tidak 

dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. 

• Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya 

dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai 

nominal deposito tersebut. 

• Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan 

dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah 

Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.  

• Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, 

antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden 

tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain. 

• Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan. 

dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain 

sebagainya.  

• Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui 

sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan 

sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. 
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  5) Piutang 

   - Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

akibat lainnya yang sah. 

   - Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang 

bagian laba usaha daerah, piutang lain-lain pendapatan asli 

daerah dan  lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam 

waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

   - Pengakuan piutang dilakukan pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah 

pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode 

berjalan. 

   - Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah 

piutang yang belum dilunasi. 

   - Penyajian Piutang dalam Neraca harus diungkapkan jumlah 

Penyisihan Piutang dan Net Realizable Valuenya. Dalam CaLK 

harus dilampirkan Daftar Aging Schedul atau Piutang; 

   - Tingkat kolektibilitas atau Piutang adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 

Tingkat Kolektibilitas atas Piutang 

 

N
o 

Uraian 

Umur Piutang dan Tingkat 
Kolektibilitasnya (Thn) 

0 s.d 

1 

>1 

s.d 2  

> 2 

s.d 3 

>3 

s.d 4 
> 4 

1 Piutang Pajak 
Lanca

r 
K L R Macet 

2 Piutang Retribusi 
Lanca

r 
K L R Macet 

3 Bagian Laba BUMN/D 
Lanca

r 
K L R 

Mac

et 

4 Biaya Dibayar di Muka Lanca K L R Macet 
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r 

5 
Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan 

Pajak Propinsi 

Lanca

r 
K L R Macet 

6 
Piutang Penjualan dan atau Bagian 
Lancar Penjualan Angsuran 

Lanca
r 

K L R Macet 

7 

Piutang Pemberian Pinjaman dan 

atau Bagian Lancar Pemberian 
Pinjaman 

Lanca

r 
K L R Macet 

3 
Piutang Kemitraan dan atau Bagian 
Lancar Piutang Kemitraan 

Lanca
r 

K L R Macet 

4 

Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan 
Fasilitas/Jasa 

Lanca

r 
K L R Macet 

5 
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan 
atau Bagian Lancar atas Tagihan 

TGR 

Lanca

r 
K L R Macet 

6 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 
dan atau Bagian Lancar atas 

Tagihan TP 

Lanca
r 

K L R Macet 

7 Piutang Lain-Lain 
Lanca

r 
K L R Macet 

 

   - Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak 

tertagih sesuai daftar di bawah ini: 

 
Tabel  

Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

 

N

o 
Uraian 

% Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih 

Lancar K L  
Diragu

kan 
Macet 

1 Piutang Pajak 0 % 
20 

% 
40 % 70 % 

2 Piutang Retribusi 0 % 
20 
% 

40 % 70 % 

3 Bagian Laba BUMN/D 0 % 5 % 30 % 50 % 

4 Biaya Dibayar di Muka 0 % 5 % 30 % 50 % 

5 
Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

Propinsi 
0 % 

10 

% 
40 % 60 % 

6 
Piutang Penjualan dan atau Bagian 

Lancar Penjualan Angsuran 
0 % 

20 

% 
40 % 60 % 

7 
Piutang Pemberian Pinjaman dan atau 
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman 

0 % 
10 
% 

30 % 60 % 

8 Piutang Kemitraan dan atau Bagian 0 % 10 30 % 60 % 
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Lancar Piutang Kemitraan % 

9 
Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau 
Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa 

0 % 
10 
% 

30 % 60 % 

10 
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan TGR 
0 % 

10 

% 
30 % 60 % 

11 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan 
atau Bagian Lancar atas Tagihan TP 

0 % 
10 
% 

30 % 60 % 

12 Piutang Lain-Lain 0 % 
10 
% 

30 % 60 % 

 

   - Format penyajian di neraca adalah sebagai berikut: 
 

NERACA 
Per 31 Desember xxxx 

- ASET  - KEWAJIBAN  

  Aset Lancar   
  Kewajiban Jangka 
Pendek 

xxx 

     Piutang Pajak     xxx  
  Kewajiban Jangka 

Panjang 
xxx 

     Piutang Retribusi xxx    

 Piutang PNBP xxx    

 
Bagian Lancar Pemberian 

Pinjaman 

xxx 
   

 
Bagian Lancar Penjualan 
Angsuran 

xxx 
   

 
Bagian Lancar Tagihan 

Kemitraan 

xxx 
   

 Bagian Lancar Tagihan Sewa xxx    

 Jumlah Piutang xxxxxx    

 
    Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih *) 

(xxx) - EKUITAS DANA  

 
Jumlah Piutang Netto 

(NRV) 
xxxxx    Cadangan Piutang xxx 

 

  6) Persediaan 

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

   1. PerPersediaan diakui pada saat : 
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a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal;  

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 

   2. Pengakuan peraediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

    Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan : 

   a. Metode Perpetual 

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan 

yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu 

ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang 

sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, 

seperti obat-obatan 

   b. Metode Periodik 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan 

keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan 

menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi 

terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan 

yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis 

Kantor (ATK). 

 b) Aset Non Lancar 

  Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan asset 

tak berwujud, yang digunakan secara langsung dan atau tidak langsung 

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk layanan publik. 

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. 

  1) Investasi Jangka Panjang Permanen 

   Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka 
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panjang terdiri dari: 

- Investasi Non Permanen; dan 

- Investasi Permanen 

Pengakuan 

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi 

apabila memenuhi salah satu kriteria : 

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa 

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah; 

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai (reliable). 

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui 

sebagai pengeluaran pembiayaan. 

Pengukuran 

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai 

pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. 

Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif 

dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai 

wajar lainnya. 

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset 

pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah 

daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi 

tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

Penilaian 

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga 

metode yaitu : 

• Metode Biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 

biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui 

sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
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besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 

Metode ini digunakan jika kepemilikan kurang dari 20% 

• Metode Ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah 

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah 

atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah 

setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam 

bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan 

mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak 

dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai 

investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan 

investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang 

timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 

Metode ini digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau 

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

Kepemilikan di atas 50% menggunakan metode ekuitas. 

• Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama 

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 

dekat. 

Metode ini digunakan jika kepemilikan Kepemilikan bersifat non 

permanen 

Dalam hal digunakan metode ekuitas, apabila nilai investasi 

jangka panjang mencapai di bawah nol atau minus maka dalam 

lembar muka laporan  keuangan disajikan sebesar nol rupiah. 

Sedangkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diuraikan 

penjelasan seperlunya untuk mengungkapkan nilai investasi 

jangka panjang yang sebenarnya. 

  2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir 

   Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
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digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa 

Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi 

rakyat dan tujuan lainnya; 

   Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut: 

   - Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah; 

   - Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan 

keuangan; 

   - Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 

   - Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada 

masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa 

nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada 

masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya 

(bergulir); 

   - Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir 

dengan pertimbangan tertentu. 

    Permasalahan 

    Dalam penatausahaan dana bergulir, pengelola dana bergulir 

belum melakukan sebagaimana layaknya pencatatan piutang 

sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah dana bergulir 

yang beredar, berpotensi kembali, dan berpotensi macet.  

Dengan demikian pengelola dana bergulir tidak mempunyai 

kendali dan media untuk mengendalikan dan mengambil 

kebijakan yang diperlukan dalam rangka 

pengamanan/penagihan dana bergulir serta memperluas 

sasaran dan menambah guliran dana. 

Entitas akuntansi dan pelaporan dana bergulir tidak jelas. 

Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan 

tidak dapat diukur dengan jelas.   
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Pengakuan 

    Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran 

Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

maupun Laporan Arus Kas.  Pengeluaran Pembiayaan tersebut 

dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir 

tersebut. 

    Pengukuran 

    Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran 

Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

maupun Laporan Arus Kas.  Pengeluaran Pembiayaan tersebut 

dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir 

tersebut. 

    Penyajian 

    Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi non 

Permanen Dana Bergulir. 

Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar nilai 

perolehannya. 

    Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat 

menggambarkan nilai bersih yang dapat teralisasikan (net 

realizable value) maka harus dilakukan penyesuaian secara 

periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. 

    Penatausahaan 

    Untuk dapat menyajikan nilai bersih (net realizable value) di 

Neraca, maka penatausahaan dan penyajian selayaknya  akun 

Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana 

bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) untuk 

menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir. 

Kebijakan penetapan Aging Schedule dengan tingkat/kategori 
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kolektibilitasnya Dana Bergulir dan perhitungan net realizable 

value-nya adalah sebagai berikut: 

 

No 
UmurTunggakan 

Dana Bergulir 

KategoriPenya

luran Dana 
Bergulir 

% Perkiraan 

Dana 
BergulirDiraguka

nTertagih 

1 0 s.d2Bln Lancar 0 % 

2 >2Blns.d4Bln KurangLancar 20 % 

3 >4Blns.d12Bln Diragukan 60 % 

4 >12Bln Macet 100 % 

 

  3) Aset Tetap 

   
Definisi 

   
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset Tetap terdiri dari : 

1. Tanah; 

2. Peralatan dan mesin; 

3. Gedung dan bangunan; 

4. Jalan, irigasi dan jaringan; 

5. Aset tetap lainnya; 

6. Konstruksi dalam pengerjaan; 

7. Akumulasi penyusutan. 

   
Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap 

   Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset 

(dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori 

ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau 

penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan 
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belanja modal. 

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah 

efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas 

atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur 

aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk 

perbaikan besar-besaran. 

Untuk tahun 2022 batas dan besaran belanja/biaya kapitalisasi 

(capitalization thresholds) dari pengadaan baru dan penambahan nilai 

asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan 

restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis asset atau harga per unit 

atas jenis aset tetap sebagai berikut : 

 

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru 

No Jenis Aset Tetap 

Batasan 

Kapitalisasi untuk 
Pengadaan Baru 

I Peralatan dan Mesin  

 - Alat-Alat Besar Darat >= 10.000.000 

 - Alat-Alat Besar Apung >= 10.000.000 

 - Alat-Alat Bantu >= 500.000 

 - Alat Angkutan Darat Bermotor >= 2.000.000 

 - Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor >= 500.000 

 - Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor >= 1.500.000 

 - 
Alat-Alat Angkutan Apung Tidak 

Bermotor 
>= 500.000 

 - Alat-Alat Angkut Bermotor Udara >= 10.000.000 

 - Alat Bengkel Bermesin >= 250.000 

 - Alat Bengkel Tidak Bermesin >= 100.000 

 - Alat Ukur >= 100.000 

II Alat Pertanian  

 - Alat Pengolahan >= 200.000 

  
Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat 
Penyimpanan 

>= 200.000 

III Alat Kantor dan Rumah Tangga  

 - Alat Kantor >= 300.000 

 - Alat Rumah Tangga termasuk meubelair >= 300.000 

 - Komputer >= 500.000 

 - Meja dan Kursi/rapat pejabat >= 500.000 

IV Alat Studio dan Komunikasi  

 - Alat Studio >= 1.000.000 
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 - Alat Komunikasi >= 500.000 

 - Peralatan Pemancar >= 1.500.000 

IV Alat Kedokteran  

 - Alat Kedokteran >= 500.000 

 - Alat Kesehatan >= 500.000 

IV Alat Laboratorium  

 - Unit Laboratorium >= 500.000 

 - Alat Peraga/Praktek Sekolah >= 250.000 

 - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup >= 500.000 

 - Alat Laboratorium Hidrodinamika >= 500.000 

V Alat Persenjataan dan Keamanan  

 - Senjata api >= 1.500.000 

  Persenjataan non Senjata Api >= 250.000 

  Amunisi >= 250.000 

  Senjata Sinar >= 500.000 

    

VI Bangunan dan Gedung  

 - Bangunan Gedung Tempat Kerja  >=10.000.000 

 - Bangunan Gedung Tempat Tinggal >= 10.000.000 

 - Bangunan Menara >= 5.000.000 

VII Monumen  

 - Bangunan Bersejarah  >=10.000.000 

 - Tugu Peringatan >= 10.000.000 

 - Candi >= 10.000.000 

 - Taman (untuk Umum) >= 10.000.000 

 - Rambu-rambu >= 500.000 

 - Rambu-Rambu Lalu lintas udara >= 5.000.000 

VIII Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi  

 - Jalan >= 10.000.000 

 - Jembatan >= 10.000.000 

 - Bangunan Air dan Irigasi >= 10.000.000 

 - Instalasi Air Minum >= 5.000.000 

 - 
Instalasi Air Kotor/Limbah dan 
sejenisnya 

>= 10.000.000 

 - 
Instalasi Listrik (pembangkit dan 

sejenisnya) 
>= 10.000.000 

 - Instalasi Penangkal Petir >= 1.000.000 

 - Jaringan Air minum dan sejenisnya >= 10.000.000 

 - Jaringan Listrik dan Sejenisnya >= 2.500.000 

 - Jaringan Telepon dan Sejenisnya >= 500.000 

IX Aset Lainnya  

 - Buku >= 50.000 

 - Terbitan Berkala >= 100.000 

 - Barang Perpustakaan >= 75.000 

 - Barang Bercorak Kebudayaan >= 200.000 

 - Alat Olah Raga Lainnya >= 250.000 
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 - Hewan (Ternak dan Peliharaan) >= 500.000 

 - Tanaman >= 250.000 

    

    

 

   
Pengakuan 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud 

dan memenuhi kriteria: 

- Mempunyai masa manfaat lebihdari 12 (duabelas) bulan dan 

memenuhi kriteria/batasan jumlah/nilai kapitalisasi; 

- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi  normal entitas; 

dan 

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Pengakuan aset tetap akan sangat anda bila aset tetap telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 

penguasaannya berpindah. 

Pengukuran 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset 

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 

perolehan. 

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan ain yang diberikan untuk memperoleh 

suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset 

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang 

dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke 

kondisi siap untuk digunakan. 

Penilaian kembali atau revaluasi asset tetap tidak diperkenankan 

karena standar akuntasi pemerintahan menganut penilaian asset 
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berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.  

Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Penilaian 

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya 

harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 

adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat 

neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah 

tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas 

menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya 

perolehan tidak ada. 

Penyusutan 

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus 

(straight line method).  

 

Penghentian dan Penghapusan 

Suatu asset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila 

asset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada 

manfaat ekonomi di masa yang akan datang. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dihapus) atau dilepas 

(dijual/dihibahkan) harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
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daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan 

ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

  4 Dana Cadangan 

   Definisi 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan 

dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan 

belanja pada masa datang. 

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur 

dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat 

digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan 

biasanya digunakan untuk pembangunan aset,misalnya rumah 

sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. 

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. 

Apabila terdapat lebih dari satup eruntukan, maka dana cadangan 

dirinci menurut tujuan pembentukannya. 

   Pengakuan 

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan 

sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang 

pembentukan dana cadangan dimaksud. 

Pengukuran 

Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan  yang 

dibentuk. 

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan 

menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang 

timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana 

cadangan yang bersangkutan. 

Pengungkapan 

Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan 
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atas Laporan Keuangan. 

  5 Aset Lainnya 

   Definisi 

   
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset 

tetap, dan dana cadangan. 

Aset Lainnya terdiri dari : 

- Tagihan piutang penjualan angsuran; 

- Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah; 

- Kemitraan dengan pihak ketiga; 

- Aset tidak berwujud; 

- Aset lain-lain. 

   
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang 

dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara 

angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara 

lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. 

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal 

dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah 

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai 

pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas 

umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

   
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang 

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah 

daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau 
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kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung 

dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 

kewajibannya. 

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang 

telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum 

daerah. 

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi 

dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang 

bersangkutan ke kas umum daerah. 

   
Aset tidak berwujud 

   
Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat 

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan 

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak 

merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud 

dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan 

sendiri oleh pemerintah daerah. 

Aset tidak berwujud meliputi : 

   - Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. 

- Lisensi dan franchise 

- Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya 
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Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu 

suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis 

dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi 

sebagai aset. 

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan 

manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi 

sebagai aset tidak berwujud. 

   
Aset Lain-Lain 

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan 

Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti 

Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: asset tetap dalam 

kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah, asset tetap yang sedang dalam 

proses pengusulan untuk dihapuskan. 

   
Aset Bersejarah (Heritage Assets) 

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk 

menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset 

tersebut harus diuangkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari asset 

bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat 

purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni 

(works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering 

dianggap sebagai cirri khas dari suatu asset bersejarah. 

   - Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak 
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mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan 

berdasarkan harga pasar. 

   - Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi 

secara ketat pelepasannya untuk dijual. 

   - Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat 

selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin 

menurun. 

   - Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk 

beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. 

   Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam 

waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah 

unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran 

tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung 

untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan 

lokasi yang ada pada periode berjalan. 

 c) Kewajiban 

  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena: 

  - Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 

keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; 

  - Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; 

  - Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, 

kompensasi,ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, 

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; 
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  - Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. 

  Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan 

likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

  - Kewajiban Jangka Pendek, dan 

  - Kewajiban Jangka Panjang 

  1) Kewajiban Jangka Pendek 

   
Definisi 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)  bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara  yang 

sama seperti asset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, 

seperti  utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai 

merupakan suatu  bagian yang akan menyerap aset lancar dalam 

tahun pelaporan berikutnya. 

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh  

tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Misalnya bunga  pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, 

utang perhitungan  fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang 

jangka panjang. 

Pengakuan 

Kewajiban diakui pada saat dana pinjamanditerima dan atau pada 

saat kewajiban timbul. 

Pengukuran 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang 

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral 

pada tanggal neraca. 

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban  

pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung 

seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran 



Pemerintah Kota Pasuruan 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

 

 

 

 

 

 

BAB III Kebijakan Akuntansi  43 

ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan 

penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan 

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan 

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 

  2) Kewajiban Jangka Panjang 

   
Definisi 

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan 

akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 

bulan setelah tanggal neraca. 

   
Pengakuan 

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 

kewajiban timbul. 

   
Pengukuran 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang 

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral 

pada tanggal neraca. 

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk 

daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik 

kepada pemakainya. 

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus 

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: 

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan 

jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat 

bunga yang berlaku; 

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh 

tempo; 

e. Perjanjian restrukturisasi utang; 
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f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar 

umur utang berdasarkan kreditur; 

g. Biaya pinjaman; 

h. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode 

pelaporan. 

 

 d) Ekuitas Dana 

  Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan 

Pengukuran 

1. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai 

persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain 

2. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 

mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan 

Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, 

dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. 

3. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau 

menurunkan Ekuitas SAL. 
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Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu 

periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan 

pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan 

Keuangan. 

Sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan 

Keuangan dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai penjelasan masing-

masing pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tersaji dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan Neraca, yang meliputi akun-akun : Pendapatan, Beban, Belanja, 

Aset, Kewajiban, dam Ekuitas Dana, serta pengungkapan atas pos-pos asset dan 

kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. 

 

4.1 RINCIAN     DARI    PENJELASAN      MASING-MASING     POS-POS 

PELAPORAN         KEUANGAN     DINAS    PERINDUSTRIAN    DAN 

PERDAGANGAN 

Rincian     dari     penjelasan     masing-masing    pos-pos pelaporan kuangan   

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai sistematika yang ada dapat kami 

sajikan sebagai berikut : 

4.1.1 Pendapatan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 

istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

  BAB ********* 

IV PENJELASAN POS-POS 
LAPORAN KEUANGAN SKPD 
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dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah 

semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. 

 Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar 

ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:  

 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),  

 b. Pendapatan Transfer,  

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,  

 Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah  

 Retribusi Daerah  

 Hasil Pengelolaan   Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

 Lain-lain PAD yang Sah 

Pendapatan Dana Perimbangan/ 

Pendapatan Transfer B 

Bagi Hasil / DAU / DAK / 

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 

 Pendapatan Transfer Pemerintah 

Lainnya 

 Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah 

 

 Pendapatan LRA 

Pengakuan pendapatan – LRA pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pasuruan menggunakan basis kas, bersumber 

dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:  

1) retribusi daerah; 

2) lain-lain PAD yang sah. 

Realisasi PAD Tahun 2022 serta perbandingannya dengan realisasi 

Tahun 2021  

adalah sebagai berikut : 



Pemerintah Kota Pasuruan 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

 

 

 

 

 

 

BAB IV  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD 47 

                              Pendapatan Asli Daerah                         2022                                  2021 
 

                                                                                       Realisasi (Rp)                    Realisasi (Rp)                  

1. Hasil Retribusi Daerah          1.789.653.414,00    1.534.167.049,00  

2. Lain-lain PAD yang Sah              237.466.615,00      203.267.373,00                                     

                                            2.027.120.029,00               1.737.434.422,00 

  

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan 

dengan anggaran tahun 2021, realisasi PAD Tahun 2022 lebih besar, 

hal ini  dikarenakan tahun 2022 pasca pandemi covid-19 perekonomian 

sudah mulai membaik sehingga target PAD mengalami peningkatan 

meskipun target terealisasi belum 100% namun capaiannya 99,09% 

yaitu sebesar Rp.2.027.120.029. Hal ini dikarenakan masih banyak 

pedagang yang masih dalam taraf proses pemulihan ekonomi sehingga 

pembayan retribusi pelayanan pasar menjadi sedikit terkendala, tetapi 

pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)  tahun berjalan terdapat 

kenaikan target Retribusi Jasa Usaha pada UPT Logam dan parkir di 

Mall Poncol yang pada awal trahun 2022 sudah dialih fungsikan sebagai 

Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk memudahkan warga khususnya 

kota Pasuruan  mengurus administrasi  publik lebih baik, cepat dan 

mudah yang dapat menambah pemasukan dari area parkir  

 

4.1.2  Belanja 

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang 

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

Pemerintah Daerah.  

Apabila dilihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.51.719.269.154 maka realisasi 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.38.611.308.965 atau 74,66%, 

Terdapat selisih Belanja sebesar Rp.13.107.960.189 atau 25,34%. tidak 

terpenuhinya penyerapan anggaran ini, dikarenakan 

a) Proses administrasi pengajuan dan pelaksanaan  Bantuan Khusus 
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Keuangan (BKK) Propinsi memerlukan waktu kurang lebih 4 Bulan 

sehingga proses pencairan menjadi terkendala seharusnya 

pelaksanaan bantuan fisik dapat dilaksanakan awal tribulan pada 

tahun anggaran berjalan  

b) Bantuan DAK Fisik terdapat perubahan tender nilai kontrak dibawah 

nilai pagu anggaran, sehingga realisasinya dibawah pagu anggaran 

  

Anggaran dan realisasi belanja OPD Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2022 secara akrual berdasarkan 

kelompok belanja adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2022 

 

 

KODE 

REKENING 
U R A I A N ANGGARAN REALISASI % 

5 BELANJA 51.719.269.154,00  38.611.308.965,00  74,66 

5 . 1   
BELANJA 

OPERASI 
28.020.467.604,00  24.412.933.809,00  87,13 

5 . 2   BELANJA MODAL 23.698.801.550,00  14.198.375.156,00  59,91 

 

Sedangkan untuk realisasi belanja berdasar objek belanja 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2 

Realisasi Belanja Berdasarkan Objek  

 

KODE 
REKENIN

G 

U R A I A N ANGGARAN REALISASI % 

5 BELANJA 51.719.269.154,00  38.611.308.965,00    74,66  

5 . 1   BELANJA OPERASI 28.020.467.604,00    24..412.933,009,00  92,16  

5 . 1 . 1   Belanja Pegawai  7.044.818.357,00  6.764.014.433,00  96,01  

5.  1.  2  Belanja Barang 
dan Jasa 

 13.194.449.247,00 10.722.169.376,00 81,26 

5 . 1 . 4   Belanja Bantuan 
Sosial 

 
7.781.200.000,00  6.926.750.000,00  89,02  

5.  2   BELANJA MODAL  23.698.801.550,00 14.198.375.156,00 59,91 

5.  2 . 1  Belanja Modal 

Peralatan dan 
Mesin 

 2.538.573.550,00 1.930.543.996,00 76,05 
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5.  2 . 3  Belanja Modal 
Gedung dan 

Bangunan 

 21.075.228.000,00 12.183.081.960,00 57,81 

5 . 2 . 5   Belanja Modal 

Aset Tetap 
Lainnya 

 85.000.000,00  84.749.200,00  99,70  

 

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja : 

 
1. BELANJA OPERASI 

       Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. 

Belanja operasi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai 

berikut:  

Tabel 3 
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 

KODE 
REKENING 

U   R  A  I  A  N ANGGARAN REALISASI % 

5 BELANJA 51.719.269.154,00   38.611.308.965,00  74,65  

5 . 1  BELANJA OPERASI 28.020.467.604,00  24.412.933.809,00   87,12   

5 . 1 . 1   Belanja Pegawai 7.044.818.357,00   6.764.014.433.00   96,01   

5 . 1 . 1 . 01    Belanja Gaji dan 
Tunjangan 

3.933.985.942,00   3.776.583.621,00   95,99 

5 . 1 . 1 . 02    Belanja Tambahan 

Penghasilan ASN 
2.994.518.415,00   2.876.428.812,00   96,05  

5 . 1 . 1 . 03    

Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan 
Pertimbangan Objektif  

Lainnya ASN  

116.314.000,00  111.002.000,00  
  

95,43  

5 . 1 . 2   Belanja Barang dan Jasa 13.194.449.247,00  10.722.169.376,00  81,26  

5 . 1 . 2 . 01    Belanja Barang 1.930.295.134,00  1.636.920.891,00  84,80  

5 . 1 . 2 . 02    Belanja Jasa 8.793.424.443,00  7.005.970.293,00  79,67  

5 . 1 . 2 . 03    Belanja Pemeliharaan 990.467.470,00  805.034.422,00  81,27  

5 . 1 . 2 . 04    Belanja  Perjalanan Dinas  1.080.262.200,00 889.442.770,00 82,33 

5 . 1 . 2 . 05    

Belanja Uang dan/atau 

Jasa untuk Diberikan 
Kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 

400.000.000,00  384.801.000,00  96,20 

5 . 1 . 6   Belanja Bantuan Sosial 7.781.200.000,00  6.926.750.000,00  89,01  

5 . 1 . 6 . 03    
Belanja Bantuan Sosial 
kepada Kelompok 

Masyarakat 

7.781.200.000,00 6.926.750.000,00 89,01  
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2. BELANJA MODAL 

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta 

aset tetap lainnya yang terdiri atas: 

Tabel 4 

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 

KODE 
REKENING 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 

  5 . 2   BELANJA MODAL 23.698.801.550,00       14.198.375.156,00  

  5 . 2 . 2     Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

2.538.573.550,00  1.930.543.996,00  

  5 . 2 . 2 . 01       Belanja Modal Alat 
Besar 

750.000,00  750.000,00  

 5 . 2 . 2 . 02    Belanja Modal Alat 
Angkutan 

80.000.000,00 0.00 

  5 . 2 . 2 . 03       Belanja Modal Alat 

Bengkel dan Alat 
Ukur 

1.963.847.000,00  1.448.109.996,00  

 5 . 2 . 2 . 05    Belanja Modal Alat 
Kantor dan Rumah 

Tangga 

97.298.250,00 96.465.000,00 

  5 . 2 . 2 . 10       Belanja Modal 

Komputer 

206.678.300,00  195.234.000,00  

 5 . 2 . 2 . 15    Belanja Modal 
Rambu- Rambu 

190.000.000,00 189.985.000,00 

 5 . 2 . 3   Belanja Modal dan 
Bangunan 

21.075.228.000,00  12.183.081.960,00  

 5 . 2 . 3 . 01    Belanja Modal 
Bangunan Gedung 

21.075.228.000,00  12.183.081.960,00   

  5 . 2 . 4     Belanja Modal 

Jalan, Jaringan, 
Irigasi 

85.000.000,00 84.749.200,00 

 5 . 2 . 4 . 03    Belanja Modal 
Instalasi Gardu 

Listrik 

85.000.000,00  84.749.200,00 

 

4.1.3 Pendapatan - LO 

       Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan 

yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 

disandingkan dengan periode sebelumnya 
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Tabel 5 
                                                Ikhtisar Laporan Operasional  

 URAIAN 
SALDO 
2022 

SALDO 
2021 

KENAIKAN/ 
(PENURUNAN) 

% 

1 2 3 4 5 

KEGIATAN 
OPERASIONAL 

        

PENDAPATAN - LO 2.301.931.626,00  2.117.754.854,00    184.176.772,00   8,70  

  Pendapatan Asli Daerah 
(Pad)-LO 

2.301.931.626,00 1.914.487.481,00    (124.834.067,00)  6,52 

  Pendapatan Transfer-
LO 

0,00  0,00                       0,00    0,00  

  Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah- LO 

237.466.615,00  203.267.373,00  309.010.839,00 152,02 

     

BEBAN 26.233.779.656,00  23.127.176.709,00  3.106.602.947,80 13,43 

Surplus/Defisit Dari Operasi (23.931.848.031,90) (21.009.421.855,10) (2.922.426.175,80)   13,91 
     

Surplus/Defisit-LO (23.931.848.031,90) (21.009.421.855,10) (2.922.426.175,80)   13,91 

 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat 

timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat 

Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima 

di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara 

Penerimaan OPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah 

atas nama BUD. Pendapatan- LO disajikan pada Laporan Operasional 

sebagai Pendapatan Asli Daerah, yang diklasifikasikan menurut sumber 

pendapatannya yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

   4.1.4 Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dinilai 

sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan 

disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi 

(line item). Pada Laporan Operasional, beban diklasifikasikan menjadi 2 
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yaitu Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. 

1. Beban Operasi 

Beban Operasi dipisah berdasarkan kategori yaitu Beban Pegawai 

dan Beban Barang dan Jasa.  

a. Beban Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 

dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada 

pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan. Beban 

Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui 

pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan Beban Pegawai yang 

dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan 

UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh 

Pengguna Anggaran.  

b. Beban Barang dan Jasa meliputi beban jasa, beban 

pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya yang 

diakui sebagai pada saat timbul kewajiban. Beban barang melalui 

mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset 

(pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti 

pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran. 

Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya 

kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah 

Terima (BAST) diterima. 

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis 

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi 

adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud 

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan 

dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.  
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Beban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk     

Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdapat saldo sebagai berikut : 

Tabel 6 

Beban  

NO. 

URUT 
URAIAN 

SALDO 

2022 

SALDO 

2021  

         

8 BEBAN 26.233.779.656,90  23.127.176.709,10   

8 . 1 . 1 Beban Pegawai 6.578.339.841,00  5.979.832.231,00   

8 . 1 . 2 Beban Barang dan Jasa 10.832.992.880,00 7.265.803.026,00  

8 . 1 . 3 Beban Bunga 0,00  0,00   

8 . 1 . 4 Beban Subsidi 0,00  0,00   

8 . 1 . 5 Beban Hibah 0,00 464.211.360,00  

8 . 1 . 6 Beban Bantuan Sosial 6.926.750.000,00  7.295.000.000,00   

8 . 1 . 7 Beban Penyisian Piutang 222.676.781,00  202.527.300,10   

8 . 1 . 8 Beban Lain-lain 0,00  0,00   

8 . 2 . 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin     616.223.660,00  531.721.674,00   

8 . 2 . 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 925.053.074,00  1.278.982.168,00   

8 . 2 . 3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 80.593.810,00  76.016.810,00   

8 . 2 . 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00  0,00   

8 . 2 . 5 Beban Penyusutan Aset Lainnya 0,00  0,00   

8 . 2 . 6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 51.149.640,00 33.082.140,00  

 

4.1.5 Aset     

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh   Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- 

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Aset Pemerintah Kota Pasuruan yang ada di OPD Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Neraca Tahun 2022 

terbagi dalam : 

      Tabel 7  

        Aset 

URAIAN 2022 2021 

  ASET     

  1 ASET LANCAR 1,017,096,191.00  933.104.803,70 
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  2 ASET TETAP 81.168.349.612,07 89.867.692.478,07 

  3 ASET LAINNYA 160.228.442,00 211.275.907,00 

      JUMLAH ASET 82.345.674.245,07 91.012.073.188,77 

 

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan 

aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang ada di OPD 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebesar 

Rp.8.666.398.943,70 atau 10,52 %. Berikut penjelasan pos-pos neraca 

aset 2022 : 

 

ASET LANCAR 

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan 

kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama 

satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun 

aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang ada pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel 8 

Aset Lancar 

  

URAIAN 2022 2021 

  ASET     

    ASET LANCAR     

      Kas di Bendahara Penerimaan 0,00  0,00  

      Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00  0,00  

      Kas di Badan Layanan Umum Daerah 0,00  0,00  

      Kas di Bendahara FKTP 0,00  0,00  

      Kas di Bendahara BOS 0,00  0,00  

      Setara Kas 0,00  0,00  

      Investasi Jangka Pendek 0,00  0,00  

      Piutang Pajak Daerah 0,00  0,00  

   Piutang Retribusi Daerah 1.547.174.166,00 1.272.362.569,00 

   Piutang Hasil Penge;lolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 

0.00 0.00 

   Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1.042.158.715,00 1.042.158.715,00 

   Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 

   Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 

      Piutang Lainnya 0,00  0,00  

      Penyisihan Piutang (1.609.363.360,00) (1.410.017.360,30) 

      Beban Dibayar Dimuka 0,00  0,00  

      Persediaan 37.126.670.,00  28.600.880.,00  

    JUMLAH ASET LANCAR 1.017.096.191,00  933.104.803,70  
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Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang 

berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran Bank Jatim Cabang Pasuruan 

Nomor : 0231018441 per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 

masing-masing sebesar Rp. 0,00. 

 

Kas di Bendahara Penerimaan. 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 

Desember 2021 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2022 dan tahun 

2021 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih 

berada di pemungut masing-masing sebesar Rp. 0,00. 

 

Piutang Pendapatan  

Akun piutang pendapatan disini merupakan akun piutang yang terdiri dari 

piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 Rp.1.547.174.166,-  dan Per 

31 Desember 2021 Rp.1.272.362.569,-  dan piutang lain-lain PAD yang Sah 

per 31 Desember 2022 Rp.1.042.158.715,- dan per 31 Desember 2021 

sebesar Rp.1.042.158.715,- 

Piutang Retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan 

retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima 

pembayarannya. 

Piutang lain-lain merupakan piutang yang timbul dari pemberian pinjaman 

dana bergulir atas program/kegiatan OPD melalui Bank Jatim dan Bank 

Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan tahun 2001-2003 yang sudah tak tertagih. 

 

Penyisihan Piutang  

Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga 

nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, per 31 Desember 

2022 sebesar Rp.1.609.363.360,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp.1.410.017.360,30 
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Persediaan 

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai 

sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah, serta barang- barang yang dimaksudkan 

untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih 

berada di Satuan Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saldo 

persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.37.126.670,00 dan per 31 

Desember 2021 sebesar Rp.28.600.880,00 

 

Tabel 9 

Persediaan 

No. Uraian  31 Des 2022 31 Des 2021 

1 2 3 4 

1. Alat Tulis kantor 723.800,00   783.360,00   

2. Benda Pos/Materai 200.000,00 0,00 

3. Peralatan Kebersihan dan Bahan 

Pembersih 

0,00   130.680,00   

6. Komponen Alat Listrik  251.270,00 214.840,00 

7. Bahan Baku Lainnya 0,00 0,00 

8. Belanja tidak Terduga (BTT Covid-19) 0,00 0,00 

9. Cetakan Benda Berharga  35.819.000,00 27.472.000,00 

10. Bahan Cetak 0,00 0,00 

11. Perabot Kantor 132.600,00 0,00 

 Jumlah    37.126.670,00     28.600.880,00  

 

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) 

terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir 

dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang OPD. Nilai 

persediaan lainnya, berasal dari persediaan karcis retribusi  

 

ASET TETAP 

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kota 

Pasuruan yang berada pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pasuruan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. 

Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp.81.168.349.612,07 merupakan nilai 

aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian 
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kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai 

berikut: 

 

Tabel 10 

Aset Tetap 

NO ASET TETAP Saldo Awal (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) Saldo Akhir ( Rp ) 

1 Tanah 25.391.019.398,00 16.428.096,00 0,00  25.407.447.494,00  

2 Peralatan dan Mesin 6.216.173.660,00 1.916.243.996,00 763.608.475,00  7.368.809.181,00  

3 
Gedung dan 
Bangunan 

71.342.002.990,07 10.914.854.600,00 24.257.312.500,00  57.999.545.090,07  

4 
Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

1.606.010.460,00 1.494.587.460,00   84.749.200,00  3.015.848.720,00  

5 Aset Tetap Lainnya 920.000,00 0,00  0,00  920.000,00  

6 
Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

61.805.700,00 0,00  0,00 61.805.700,00  

7 
Akumulasi 
Penyusutan 

(14.750.239.730,00)     (12.686.026.573,00) 

           

JUMLAH ASET TETAP 104.617.932.208,07 14.342.114.152,00 25.105.670.175,00 93.854.376.185,07 

 

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 di atas, telah didukung oleh Kartu 

Inventaris Barang OPD. 

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset 

tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan aset tetap 

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal. 

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2022 dapat dirinci 

sebagai berikut: 

No. Uraian Realisasi Belanja Modal 
2022 

1. Tanah 0,00 
2. Peralatan dan Mesin 1.930.543.996,00 
3. Gedung dan Bangunan 12.183.081.960,00 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 84.749.200,00 
5. Aset Tetap Lainnya 0,00 
6. Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 

Jumlah Pengembangan Aset Tetap 

dalam Belanja Modal 
14.198.375.156,00 

 

 Penambahan aset tetap 

Penambahan aset dari Belanja Modal terdapat reklasifikasi Belanja dengan 

rincian sebagai berikut : Reklasifikasi belanja senilai Rp. 22.000.000,- dengan 
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rekening awal Peralatan dan Mesin (KIB B) di Reklas ke (KIB C) Gedung dan 

Bangunan sesuai dengan penempatan bentuk aset. Reklasifikasi belanja 

senilai Rp. 1.351.736.360,- dengan rekening awal Gedung dan Bangunan 

(KIB C) di reklas ke (KIB D) Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai dengan 

penempatan bentuk aset. 

Penambahan aset tetap dari Mutasi dari OPD lain senilai Rp.127.310.900,- 

dengan rinician sebagai berikut : Mutasi tambah berupa aset Papan Nama 

Tanah Milik Pemerintah Kota dari BPKA senilai Rp. 7.700.000,-, Mutasi 

tambah aset berupa Bangunan Klinik Puskesmas Eks Pustu Stasiun mutasi 

dari Dinas Kesehatan senilai Rp. 61.509.000,- , Mutasi tambah aset berupa 

Instalasi IPAL Komunal mutasi dari DLHKP senilai Rp. 58.101.900,- 

Penambahan aset pencatatan baru berupa Tanah bangunan Industri Bengkel 

sebesar Rp. 16.428.096,- 

 

a. Reklasifikasi aset (Perpindahan Nilai) 

Terdapat reklasifikasi aset berupa Reklas Kode Kurang total  

Rp.49.044.735,00 Reklas Kode Tambah total Rp.49.044.735,00 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Reklas kode tambah di Alat besar senilai Rp.20.957.600, Reklas kode kurang 

di Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp.3.262.600, Reklas kode tambah di 

Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 28.087.135, Reklas kode kurang  

di Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 17.695.000, Reklas kode kurang 

di Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp. 28.087.135. 

 

Terdapat tambahan rusak total Rp.759.595.875,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tambahan rusak Alat angkutan senilai Rp.96.085.000, Tambahan rusak Alat 

bengkel dan alat ukur senilai Rp.33.220.000, Tambahan rusak Alat kantor 

dan rumah tangga Rp.293.064.400, Tambahan rusak Alat studio komunikasi 

dan pemancar senilai Rp.2.043.500, Tambahan rusak Komputer 

Rp.185.722.975, Tambahan rusak Alat keselamatan kerja Rp.149.460.000 
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2. Pengurangan Aset tetap 

Pengurangan   aset tetap   pada tahun 2022 ini terdapat pada : 

a. Mutasi keluar asset Gedung Mall Poncol senilai Rp.24.235.312.500 

b. Extrakomptable sebesar Rp.107.499.200 dengan rincian sebagai berikut :  

Di Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 750.000,- 

Di Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 22.000.000,- 

DI Jalan, Bangunan, dan Irigasi Rp. 84.749.200,- 

 

3. Penghapusan Aset tetap 

Untuk Tahun 2022 terdapat penghapusan atas aset tetap senilai 

Rp.1.062.779.477,00 terdiri dari peralatan dan mesin, aset tetap lainnya 

 
 

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP 

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2022 sebesar 

Rp.12.686.026.573,00 , sesuai hasil koreksi penyusutan tahun 2022 sebagai 

berikut: 

Tabel 11 

HASIL KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022 
 

NO NAMA ASET 

Akumulasi 
Penyusutan 

Tahun  
2021(Audited) 

Koreksi 
Penyusutan 

Tahun 
Sebelumnya 

Beban 
Penyusutan 

Tahun 2022 

Akumulasi 
Penyusutan 

Tahun 2022 
(Anaudited) 

 

1 4          

1 
Peralatan dan 

Mesin 
4.549.723.015,00 531.721.673,00 609.646.585,00    4.405.485.920,00   

2 
Gedung dan 

Bangunan 
  9.347.632.571,00  1.278.982.168,00 925.053.077,00 7.332.924.600,00   

3 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

    852.884.144,00    76.016.810,00 80.593.780,00 947.616.053,00   

4 Aset Tetap Lainnya - - - -  

Jumlah 14.750.239.730,00 1.886.720.651,00 1.615.293.442,00 12.686.026.573,00  

 

ASET LAINNYA  

Akun ini    menggambarkan nilai   tagihan jangka panjang, kemitraan  dengan  

pihak ketiga, aset   tak berwujud,  dan aset lain-lain  dengan rincian  saldo  per 

31 Desember 2021   Sebesar Rp.160.228.907,00 
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Tabel 12 

Aset Lainnya 

URAIAN 2022 2021 

ASET LAINNYA     

  Tagihan Jangka Panjang 0,00  0,00  

  Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00  0,00  

  Aset Tidak Berwujud 146.263.117,00  272.548.200,00  

  Aset Lain-lain 13.965.325,00 13.863.150,00 

  Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 (75.135.443,00) 

JUMLAH ASET LAINNYA 160.228.442,00  211.275.907,00  

 

         Aset lainnya tahun 2022 terdiri dari  

1. Aset Tidak Berwujud (ATB) senilai Rp.146.263.117,00 yang berupa : 

 
 Tabel 13 

Aset Tidak Berwujud (ATB) 

JENIS 
BARANG/NAMA 

BARANG 

KODE 
BARANG 

TAHUN 
PENGADAAN 

JUDUL NAMA NILAI BUKU 

          

Perangkat Lunak 
Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2018 

Software sistem 

Managemen Data 
Statistik 

Pembangunan 

8.479.167,00  

Perangkat Lunak 
Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2020 Software  58.303.117,00  

Perangkat Lunak 
Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2014 
Software industri 
data tahun 2014 

0,00  

Perangkat Lunak 
Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2016 Software 
Fingerprint 

0,00  

Perangkat Lunak 

Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2018 Wabsite Hosting 1.500.000,00  

Perangkat Lunak 
Sistem Operasi 

7.24.1.1.1 2021 Sofware Madinah 
Market Place 

77.980.833,00 

      Jumlah 146.263.117,00  

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilai ATB nya sebesar 

Rp.197.412.757,00,- maka terjadi penurunan  nilai pada Aset Tak 

Berwujud (ATB) sebesar Rp.51.149.640,00, hal ini dikarenakan terdapat 

penyusutan pada software sIstem managemen data statistik 

pembangunan, software, website hosting dan  perangkat lunak / 

software Aplikasi Madinah Market Place  sehingga nilai buku per 31 

Desember 2021 menjadi sebesar Rp.146.263.117,00. 
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2. Aset Lain-lain 

      Aset Lain-lain        

31 Desember 2022             31 Desember 2021 

 Rp 13.965.325,00 Rp 13.863.150,00 

 

Aset lain–lain per 31 Desember 2022 dan 2021 mempunyai saldo 

sebesar Rp13.965.325,00 dan Rp.13.863.150,33  berupa aset-aset 

tidak berguna atau rusak berat yang direncanakan masuk dalam 

usulan penghapusan yang masih belum terealisasi hingga tahun 2021, 

dengan perincian sebagai berikut :  

  

 Tabel 14 

    Aset Lain-Lain 

  31 Desember 
2021 

 31 Desember           
2021 

▪ Peralatan dan Mesin Rp 13.965.325,00 Rp 13.863.150,00 

▪ Gedung dan Bangunan Rp                 0,00 Rp                0,00 

▪ Aset Tetap Lainnya Rp                 0,00 Rp                0,00 

▪ Aplikasi Rusak Rp                 0,00 Rp                0,00 

Jumlah Rp 13.965.325,00 Rp 18.863.150,00 

 

     JUMLAH ASET TETAP 

31 Desember 2022 31 Desember 2021 

Rp.81.168.349.612,07 Rp.89.867.692.478,07 

 
 
 

4.1.5 Kewajiban 

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari belanja tahun 

berkenaan yang belum terbayar, yang penyelesaiannya mengakibatkan 

keluar dari masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas 

perindustrian dan Perdagangan, sampai dengan 31 Desember 2022. 

Kewajiban OPD Dinas Perindustrian dan perdagangan sebesar 

Rp.29.702.924,00 terdiri dari : 

Tabel 15 

Rekapitulasi Utang Belanja 

No Saldo Akhir Mutasi  Mutasi Saldo Alkhir 
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Uraian Rincian 
Hutang 

31 Desember 
2021 

Tambah Kurang 
31 Desember 

2022 

1 Belanja jasa telepon 221.048 299.175 221.048 299.175 

2 Belanja Internet 3.964.980 3.999.148 3.964.980 3.999.148 

3 Belanja jasa listrik 13.666.802 25.404.601 13.666.802 25.404.601 

4 Belanja Air                                                   

 

Belanja Tambahan 
Penghasilan (TPP) 
Berdasarkan Prestasi 

Kerja Bulan 
Desember 2021 

115.040.668    115.040.668  

 

Tambahan 
Penghasilan 
Berdasarkan Beban 

Kerja ( Capaian IKI 
dan Capaian Serapan 
Anggaran Tribulan IV 

Tahun 2021 ) 

70.633.924  70.633.924  

JUMLAH HUTANG 203.527.422 29.702.924 203.527.422 29.702.924 

 

      4.1.6 Ekuitas Dana 

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah, yang 

menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang 

dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak/klaim pihak ketiga terhadap aset 

tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus 

diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya 

menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan 

Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

Tabel 16 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Uraian 31 Des 2022 31 Des 2021 

1 2 3 

EKUITAS AWAL 90.808.545.766,77  88.600.468.305,20  

SURPLUS/DEFISIT-LO (23.931.948.030,90) (21.009.421.855,10) 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 

  

Koreksi Nilai Persediaan 0,00  0,00  

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00  0,00  

Koreksi Ekuitas Lainnya (21.144.915,350,80)  352.803.846,67  

KEWAJIBAN UNTUK 

DIKONSOLIDASIKAN 

36.584.188.936,00  22.864.695.470,00  

EKUITAS AKHIR 82.315.971.321,07 90.808.545.766,77 



Pemerintah Kota Pasuruan 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

 

 

 

 

 

 

BAB IV  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD 63 

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena adanya 

perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi 

pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. 

Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 tercatat senilai Rp.(21.144.915.350,80) 

 
 

4.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul 

Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan 

Belanja Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas 

Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada 

Pemda 

      Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan mengijinkan entitas 

pelaporan menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual untuk 

pendapatan dan belanja, yang mana aset dan kewajiban yang timbul 

dikarenakan penerapan basis akrual pada akun-akun pendapatan dan 

belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, 

dan biaya penyusutan/depresiasi. Rekonsiliasi diharapkan akan dapat 

menunjukkan bahwa pengguna basis akrual murni akan mencatatkan 

kewajiban dan akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada yang 

menggunakan basis kas menuju akrual, terutama jika rekonsiliasi terjadi 

pada tahun berjalan jika aset sudah dicatat sebagai aset tetap. Tujuan dari 

rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Operasional 

dengan Laporan Realisasi Anggaran. 

Pengelompokan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari 

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan 

pada Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan dan beban dari 

kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-

pos luar biasa. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, 

sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. LRA 

menyajikan data perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja 

dengan estimasi pendapatan dan batas anggaran yang telah ditetapkan di 

awal tahun. Sementara, LO merupakan salah satu unsur laporan keuangan 
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yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 

disandingkan dengan periode sebelumnya. Akibat dari perbedaan basis 

akuntansi yang digunakan, pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan 

sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, 

pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan. 

Pada LRA, realisasi Belanja Pegawai senilai Rp.6.764.014.433,00,  

sedangkan pada LO Beban Pegawai terbukukan senilai Rp.6.578.339.841,00, 

dimana selisih diantara keduanya tercatat Rp.185.674.592,00 lebih besar 

pada LO. Hal tersebut disebabkan karena Utang Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.70.633.924,00 dan Utang Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar Rp.115.040.668,00 per 31 

Desember 2022 merupakan penambah beban pada LO. 

 
Tabel 17 

Belanja Pegawai LRA – Beban Pegawai LO 

NO   URAIAN  
 REALISASI   SELISIH  

 LRA   LO   

A BELANJA PEGAWAI 6.764.014.433,00  6.578.339.841,00  185.674.592,00  

          

Penjelasan  
   

 
Mutasi Kurang pada Beban LO 

1 Pembayaran Utang 

Insentif Pemungutan 
Retribusi Jasa Usaha-
Pemakaian Kekayaan 

Daerah  

 0,00   

  Mutasi Tambah pada Beban LO 

1 Utang Tambahan 
Penghasilan 

Berdasarkan Beban 
Kerja 

70.633.924,00    

2 Utang Tambahan 
Penghasilan 

Berdasarkan Prestasi 
Kerja 

115.040.668,00   

3. Tambahan Penghasilan  185.674.592,00   

  Jumlah  6.764.014.433,00 6.578.339.841,00 0,00 

 

Pada LRA, realisasi Belanja Barang dan Jasa tercatat senilai                         

Rp.10.722.169.376,00, sedangkan pada LO, Beban Barang dan Jasa senilai 
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Rp.10.832.992.880,00, dimana selisih diantara keduanya sebesar 

Rp.110.823.504,00 lebih besar pada LO. Hal tersebut disebabkan karena pada 

LO, Persediaan Akhir 2022 sebesar Rp.37.126.670,00 dan Pembayaran Utang 

Jasa Kantor 2021 pada Januari 2022 sebesar Rp.17.852.830,00 merupakan 

pengurang beban pada LO, sedangkan Persediaan Awal 2022 sebesar Rp. 

28.600.880,00, Penambahan Utang Jasa Kantor per 31 Desember 2022 

sebesar Rp.29.702.924,00, dan Ekstrakomptabel senilai Rp.107.499.200,00 

merupakan penambah beban pada LO. 

 
Tabel 19 

Belanja Barang dan Jasa LRA – Beban Barang dan Jasa Pegawai LO 

NO   URAIAN  
 REALISASI   SELISIH   

 LRA   LO  
  

B BELANJA BARANG DAN JASA 10.722.169.376,00  10.832.992.880,00 110.823.504,00  

           

Penjelasan  
   

 

  
Mutasi Kurang pada Beban    

1 Persediaan Akhir 2022      37.126.670,00     

2 Pembayaran Utang Jasa 
Kantor 2021 

  17.852.830,00     

 

Mutasi Tambah pada Beban   

1 Persediaan Awal 2022 28.600.880,00    
 

 

3 Penambahan Utang Jasa 

Kantor 2022 

29.702.924,00      

4 Ekstrakomptabel 107.499.200,00    

  Jumlah  165.803.004,00    54.979.500,00  110.823.504,00  
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1. Data Umum SKPD 

  

Data-data secara umum yang terkait dengan keberadaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, secara singkat 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

  

1.1 

 

Dasar Hukum Entitas/Organisasi 

   

Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan selaku Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya  sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 

 1.2 Identitas dan Lokasi Entitas  

 

  Nama Entitas : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

  Alamat : Jl. Pahlawan No. 28A Pasuruan 

  No Telp – Fax : (0343) 424919,424431 – Fax : (0343) 425762 

 1.2 Kepegawaian dan Struktur Organisasi 

  Pejabat OPD dalam Pengelolaan  Keuangan Daerah 

  a. Nama : Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM 
 

   NIP : 19651231 198601 1 041 
 

   Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Kota Pasuruan  

selaku Pejabat Pengguna Anggaran 
 

  b. Nama : WAHYU FITRI NUCIFERA, S.Sos 
 

   NIP : 19800829 201101 2 005 

  

 
BAB ********* 

V PENJELASAN ATAS INFORMASI-
INFORMASI NON KEUANGAN 
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   Jabatan : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Pasuruan 

 

  c. Nama : MIRA SHOFIAH 
 

   NIP : 19801024 200901 2 004 
 

   Jabatan : Bendahara Pengeluaran 

 

   No Rek  : 0231018441 Pada Bank Jatim Cabang Pasuruan 
 

  d. Nama : GATOT SARWIJI 
 

   NIP : 19721020 200701 1 013 

 

   Jabatan : Bendahara Penerimaan 
 

   No Rek  : 0231042652 Pada Bank Jatim Cabang Pasuruan 

  

  e. Nama : ANDRE ARIS SETIAWAN,A.Md 

 

   NIP : 19981115 202012 1 003 
 

   Jabatan : Pengurus Barang Pengguna 

 

      

      

  Struktur Organisasi OPD 

 

  Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai 

dengan Peraturan Walikota Pasuruan nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemerintah Kota Pasuruan 

Catatan atas Laporan Keuangan 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
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LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA 

PASURUAN 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PERANGKAT DAERAH 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA 
PASURUAN 

NOMOR 41 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
UNTI PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 
 

  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

sesuai dengan Peraturan Wlikota Kota Pasuruan Nomor : Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 telah diubah dengan  Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022  dengan adalah  sebagai berikut : 

BAB III 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Dinas  Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu 

KEPALA UPT 
 

 

AMINUROKHMAN 
:   
  TANGGAL

 :   

KEPALA DINAS 
 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

 

AMINUROKHMAN 
:   
  TANGGAL
 :   

KEPALA DINAS 
 

KEPALA SUB 

BAGIAN TATA 
USAHA 

 

 

AMINUROKHMAN 
:   
  TANGGAL
 :   

KEPALA DINAS 
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Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan. 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan 

pengelolaan pasar ; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan 

pengeloaan pasar ; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan 

pengelolaan pasar ; 

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan 

urusan bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ; 

e. pelaksanaan evaluassi dan pelaporan bidang perindustrian, 

perdagangan dan pengelolaan pasar ; 

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan ; dan 

g. pembinaan terhadap UPT. 

 

2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Mendasari Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Operasional OPD 

 Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi OPD  

adalah : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi 

Pemerintahan; 

2. Perarturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasurun; 

3. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Pasuruan; 
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4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Nomor 72 Tahun 2021  tentang 

Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

6. Peraturan Walikota  Pasuruan Nomor Nomor 86 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022. 

  

3. Penggantian Manajemen pada Tahun Berjalan 

  

Tidak ada 

 

4. Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan 

  
Tidak ada 

 
 

 

 

                       

 

  

 





































































































































































 Sampai dengan 31-Desember-2022

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Bidang : BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No. NAMA ASET
NILAI

PEROLEHAN

NILAI BUKU

31-Des-2022

PENYUSUTAN
AKUMULASI

PENYUSUTAN

31-Des-2022Semester I Semester II

AKUMULASI

PENYUSUTAN

1 Jan 2022

1. Aset Tetap  93,854,376,185.07  11,070,733,131.00  754.411.498,00  860.881.944,00  12.686.026.573,00  81.168.349.612,07 

 25,407,447,494.00 TANAH 1  0.00  0.00  0.00  0.00  25,407,447,494.00 

 7,368,809,181.00 PERALATAN MESIN 2  3,795,839,335.00  268,884,475.00  340,762,110.00  4,405,485,920.00  2,963,323,261.00 

 57,999,545,090.07 GEDUNG BANGUNAN 3  6,407,871,523.00  446,356,580.00  478,696,497.00  7,332,924,600.00  50,666,620,490.07 

 3,015,848,720.00 JALAN IRIGASI JARINGAN 4  867,022,273.00  39,170,443.00  41,423,337.00  947,616,053.00  2,068,232,667.00 

 920,000.00 ASET TETAP LAINNYA 5  0.00  0.00  0.00  0.00  920,000.00 

 61,805,700.00 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 6  0.00  0.00  0.00  0.00  61,805,700.00 

2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya  759,595,875.00  752,916,625.00  4.300.117,00  2.276.958,00  759.493.700,00  102.175,00 

 759,595,875.00 PERALATAN MESIN 2  752,916,625.00  4,300,117.00  2,276,958.00  759,493,700.00  102,175.00 

JUMLAH  863.158.902,00  758.711.615,00  13.445.520.273,00  81.168.451.787,07  94,613,972,060.07  11,823,649,756.00 

Halaman 1 dari 1LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Bidang : BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

U P B : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)

 93.854.376.185,07ASET TETAP1.3

TANAH  25.407.447.494,001

TANAH  25.407.447.494,001.01

PERALATAN DAN MESIN  7.368.809.181,002

ALAT BESAR  390.965.600,002.01

ALAT ANGKUTAN  1.592.311.550,002.02

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR  2.246.609.796,002.03

ALAT PERTANIAN  9.950.000,002.04

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA  1.803.615.810,002.05

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR  83.364.600,002.06

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  0,002.07

ALAT LABORATORIUM  73.078.000,002.08

ALAT PERSENJATAAN  0,002.09

KOMPUTER  813.019.525,002.10

ALAT EKSPLORASI  0,002.11

ALAT PENGEBORAN  0,002.12

ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN  0,002.13

ALAT BANTU EKSPLORASI  0,002.14

ALAT KESELAMATAN KERJA  229.614.300,002.15

ALAT PERAGA  0,002.16

PERALATAN PROSES/PRODUKSI  0,002.17

RAMBU - RAMBU  126.280.000,002.18

PERALATAN OLAH RAGA  0,002.19

GEDUNG DAN BANGUNAN  57.999.545.090,073

BANGUNAN GEDUNG  57.999.545.090,073.01

MONUMEN  0,003.02

BANGUNAN MENARA  0,003.03

TUGU TITIK KONTROL/PASTI  0,003.04

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI  3.015.848.720,004

JALAN DAN JEMBATAN  2.387.598.820,004.01

BANGUNAN AIR  121.859.000,004.02

INSTALASI  252.290.900,004.03

JARINGAN  254.100.000,004.04

ASET TETAP LAINNYA  920.000,005

BAHAN PERPUSTAKAAN  0,005.01

BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA  0,005.02

HEWAN  0,005.03

BIOTA PERAIRAN  0,005.04

TANAMAN  920.000,005.05

BARANG KOLEKSI NON BUDAYA  0,005.06

ASET TETAP DALAM RENOVASI  0,005.07

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN  61.805.700,006

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN  61.805.700,006.01

 1.316.836.227,00ASET LAINNYA1.5

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA  0,002

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA  0,002.01

REKAPITULASI BARANG KE NERACA Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Bidang : BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

U P B : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)

ASET TIDAK BERWUJUD  423.460.600,003

ASET TIDAK BERWUJUD  423.460.600,003.01

ASET LAIN-LAIN  893.375.627,004

ASET LAIN-LAIN  893.375.627,004.01

REKAPITULASI BARANG KE NERACA Halaman 2 dari 2
















































